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ABSTRAK 

Taufik Hidayat, Tinjauan Yuridis Terhadapa 

Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tongke-

Tongke Kec. Sinjai Timur. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum 

Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAI 

Muhammadiyah Sinjai, 2021.  

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui : (1) Untuk 

mendeskripsikan pertimbangan hukum terhadap pelaku 

Medeplictigheid terhadap tindak pidana penganiayaan di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.(2) mendeskripsikan sistematika 

penerapan sanksi pidana bagi pelaku Medeplictigheid terhadap tindak 

pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur.  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum  

Empiris dengan mengunakan metode penelitian kualitatif. Subyek 

dari penelitian ini adalah hakim yang memberi putusan mengenai 

kasus ini.  Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya  

mengunakan reduksi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistematika penerapan 

sanksi (Medeplictigeheid) itu kemudian diatur dalam pasal 57 KUHP 

sebagai berikut : Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan 

dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan 

kejahatan pidana, Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati 

atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman 

penjara selama-lamanya lima belas tahun, Hukuman tambahan bagi 

membantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman 

tambahan bagi kejahatan itu, Tentang melakukan hukuman itu 

hanyalah diperhatikan perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau 

dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu. Dan 

pertimbangan hukumnya  berada pada pasal 60 KUHP berbunyi.: 

Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum dalam 

artian bagi pembuat pembantu dalam melakukan pelanggaran tindak 

pidana tidak dikenakan hukum. 

 

 

Kata Kunci: Medeplictigheid, Pertimbangan Hakim Pasal 60 

KUHP  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum Hukum merupakan seluruh aturan 

tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib 

dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota 

masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum, 

ini didasarkan pada penglihatan hukum dalam kata material. 

Sedangkan dalam arti kata formal, hukum adalah kehendak 

ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan 

petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. oleh karena itu, 

hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau 

kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat 

seperangkat kaidah yang menentukan apa yang boleh dan 

apa yang terlarang dilakukan oleh manusia. Kalimat ini 

sangat akrab di dengar dan digunakan diberbagai literatur 

hukum. Kalimat tersebut juga mencoba untuk melukiskan 

betapa luasnya bidang yang menjadi obyek dari hokum (Is, 

2017) . 

Ungkapan klasik “ubi societas ibi ius” berarti 

hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian 
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pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya 

masyarakat. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan 

ada jawaban yang pasti. Namun dilihat dari segi historis 

tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara 

soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat. Hidup 

bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk 

manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat 

manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti 

manusia tidak mungkin hidup secara atomistis dan soliter. 

Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia 

memang makhluk bermasyarakat (Marzuki, 2016). 

Kejahatan penganiyaan banyak di jumpai  dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia terkhusus masyarakat Kab.Sinjai yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor 

ekonomi, lingkungan  

bahkan kecemburuan sosial dalam bermasyarakat. Dalam 

kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan 

yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan 

begitupun sebaliknya, sudah banyak peristiwa kekerasan 

terhadap sesama, ada kekerasan yang dapat menyebabkan 

kematian dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian, 

kekerasan yang menyebabkan kematian disebut 
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pembunuhan dan kekerasan yang tidak menyebabkan 

kematian disebut penganiayaan. Pada pembahasan kali ini, 

difokuskan dan kerucutkan mengenai tindak pidana 

Medeplictigheid penganiayaan itu sendiri yang terjadi di 

Kecamatan Sinjai Timur desa Tongke-Tongke. 

Penganiayaan ini dilakukan oleh beberapa orang dan masih 

menjadi tanya bagi masyarakat di daerah Kecamatan Sinjai 

Timur desa Tongke-Tongke. Pasalnya belum ada kepastian 

hukum ataupun sanksi bagi pelaku Medeplictigheid dalam 

kasus tindak pidana penganiayaan ini. Medeplictigheid itu 

sendiri adalah yang membantu perbuatan, dan masyarakat 

umum mengenal Medeplictigheid merupakan bentuk wujud 

dari penyertaan (deelneming), yaitu apabila orang yang 

terlibat untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau 

kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih 

dari satu orang, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 

55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Dari uraian diatas ada bentuk kesamaan defenisi 

Medeplictigheid Menurut Profesor Simons yakni 

“Medeplictigheid” merupakan suatu on zelfstanding 

deelneming atau suatu keturutsertaan yang tidak berdiri 

sendiri (Lamintang, 2018). 
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Kasus penganiayaan ini melibatkan satu orang 

untuk kemudian melancarkan kejahatan tindak pidananya. 

Melakukan Medeplictigheid dengan memberikan keterangan 

atau informasi palsu untuk melancarkan kejahatan 

penganiayaan. Kasus ini terjadi pada bulan Mei 2018 

tepatnya di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. 

Medeplictigheid) harus memenuhi dua unsur, yakni unsur 

objektifitas dan subjektifitas. Perbuatan seseorang yang 

membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang 

bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukanya 

tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah 

atau untuk mendukung dilakukanya suatu kejahatan. 

Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut 

memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu 

memang mengetahui bahwa perbuatanya itu dapat 

mempermudah atau dapat mendukung dilakukanya suatu 

kejahatan itu sendiri. Semua hal ini adalah pembantuan 

suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. 

Adakalanya perbuatan membantu dilakukan tanpa berbuat 

atau bersifat pasif, hal ini dapat terjadi jika seseorang 

berkewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat 

(Syamsuddin, 2014). 



5 

 
 

Namun pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum 

pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakanya 

hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan 

masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-

perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikanya 

baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang 

(suatu organisasi). Namun demikian, dalam perspektif barat 

yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-

paham seperti individualism dan liberalisme, Konsep tujuan 

dari hukum pidana itu sendiri cenderung diorientasikan 

untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam 

kepentingan warga negara secara individu dari kesewenag-

wenangan para penguasa. Konsep demikian antara lain dapat 

ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang 

tekait dengan gagasan tentang asas legalitas hokum 

(Gunandi, 2014). Namun pada esensinya tujuan pidana  

adalah untuk memberikan perlidungan terhadap kepentingan 

umum dan hal-hal kepentingan publik lainya. 

Dengan latar belakang diatas, maka dipandang 

perlu untuk membahas pokok permasalahan secara 

mendalam mengenai mekanisme dan pertimbangan hukum 

untuk pelaku Medeplictigheid, di mana pembahasan 

diletakkan di bawah judul “ Analisis Yuridis Terhadap 
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Medeplictigheid Tindak Pidana Penganiayaan di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis akan memfokuskan penelitian mengenai penegakan 

hukum terhadap Medeplictigheid (pembantuan) tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan di daerah Tongke-

Tongke Kec. Sinjai Timur. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistematika penerapan sanksi pidana bagi 

pelaku Medeplictigheid terhadap tindak pidana 

penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur 

? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku 

Medeplictigheid  tindak pidana penganiayaan di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur ? 

D. Tujuan Penelitian 

Melihat dari uraian diatas dapat ditarik dua tujuan 

diantaranya : 

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum terhadap 

pelaku Medeplictigheid terhadap tindak pidana 

penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. 



7 

 
 

2. Untuk mendeskripsikan sistematika penerapan sanksi 

pidana bagi pelaku Medeplictigheid terhadap tindak 

pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai 

Timur. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas 

akademik dalam memberikan kontribusi untuk 

memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan 

bagi upaya pengembangan pendidikan hukum di 

Indonesia, terkhusus untuk penegakan hukum dikalangan 

masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi. 

b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Prodi 

Hukum Pidana Islam dan mendapatkan gelar S.H. 

c. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu 

pengalaman yang akan memperluas cakrawala 

pemikiran dan wawasan pengetahuan,khususnya 

mengenai evaluasi penegakan keadilan di Kabupaten. 

Sinjai. 

d. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

informasi berharga bagi para penegak hukum,baik 
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lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam 

upaya meningkatkan keadilan dalam bermasyarakat di 

Kabupaten Sinjai. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Umum Hukum Pidana 

1. Pengertian Hukum Pidana 

Dalam kepustakaan hukum pidana tidak 

ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum 

pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian 

hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang 

berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan 

pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga 

belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati 

sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna. 

Menurut W.L.G. Lemaire artinya hukum pidana 

itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 

Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi 

berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat 

khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa 

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana 

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan 

dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat 
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dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat 

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Renggong, 

2017). 

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan 

norma atau kaidah yang materi muatannya adalah 

keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai 

dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud 

merupakan kehendak pembuat Undang-Undang yang 

dituangkan ke dalam Undang-Undang pidana. Lemaire 

dalam merumuskan pengertian hukum pidana lebih 

terfokus pada hukum pidana materil yaitu aturan hukum 

pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum 

pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, 

perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi 

pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire 

mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga 

dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang 

tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur 

tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan 

istilah hukum acara pidana (Renggong, 2017). 

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum 

publik, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
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hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum 

pidana materil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku 

tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum 

pidana materil diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana formal mengatur 

pelaksanaan hukum pidana materil. Di Indonesia, 

pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan 

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) (Ismatullah, 2012). 

 Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah 

hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang 

di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa 

Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum 

perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau 

privaatrecht dari bahasa Belanda. Menurut Sudarto, 

pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada 

seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap 

Ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar 

diberikan sebagai nestapa. Selanjunya Soedarto 

menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum 

pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua 

hal pokok, yakni. memuat pelukisan dari perbuatan-

perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP 
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memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di 

sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan 

juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan 

apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana, KUHP 

menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan 

diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang itu (Syamsuddin, 2014). 

Perlu penguraian sistematik pengertian hukum 

pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, 

dapat dikutip pendapat Ch. J. Enschede M. Bosch yang 

mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum 

pidana dapat dibedakan menjadi tiga poin yaitu : 

a. Ilmu hukum pidana normative 

b. Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta) 

c. Filsafat hukum pidana (Hamzah, 2017).  

Roeslan Saleh pun menegaskan bahwa hukum 

pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya yang 

berdiri sendiri, dan yang terpenting dalam hukum pidana 

bukan saja pemidanaan tertuduh, akan tetapi harus 

terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah 

melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dengan demikian 

ditolak pendapat bahwa hukum pidana hanya memberi 
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sanksi saja kepada perbuatan-perbuatan yang telah 

dilarang oleh bagian-bagian hukum lainya, sebagaiman 

yang telah diajarkan Prof. Van Kan. Apabila defenisi 

tersebut dipadatkan lagi maka ia akan tersimpulkan 

bahwa hukum pidana memuat perbuatan pidana (criminal 

act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability 

atau criminal responsibility) dan ketentuan-ketentuan 

acara pidana (criminal procedure) (Kanter, 2018). 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 

dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 

boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 

mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 

dapat dikenakar atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan. 191-192 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 

itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 

disangka telah melanggar larangan tersebut 

(Moeljatno, 2015). 
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2. Pengertian Tindak Pidana ( Strafbaar Feit ) 

Pembentuk Undang-Undang kita telah 

menggunakan perkataan strafbaar feit untuk 

menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 

sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar 

feit tersebut. Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa 

Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan 

strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah 

perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai 

“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", 

yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan 

kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya 

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 

perbuatan ataupun tindakan. Hazewinkel-Surinea 

menjelaskan, beliau telah membuat suatu rumusan yang 

bersifat umum dari strafbaar feit sebagai "suatu perilaku 

manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di 

dalam sesuatu pergaulan hidu tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukun pidana 

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat di dalamnya. 
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Salah satu penulis lama Profesor van Hamel 

telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai “suatu 

serangan atau suatu ancaman tehadap hak orang lain” 

yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang 

tepat. Sedangkan Menurut Profesor Pompe, perkataan 

strafbaar feit itu secara teoretis bisa dirumuskan sebagai 

berikut : 

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 

tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di 

mana penjatuhan sangsi hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kemaslahatan 

umum (Lamintang, 2018). 
 

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya 

kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat 

(dader) yang bertanggung jawab atas kelakuan dan 

kesalahan (element van schuld) dalam arti kata 

“bertanggung jawab”. Dari beberapa pendapat ahli 

hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, 

yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang 

bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa 

kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur 

pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur 
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tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur 

pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak 

pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat 

dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, 

sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, 

seperti apa yang disampaikan oleh Utrectht bahwa 

kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana 

sebagai perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa 

kesalahan", tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari 

tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak 

pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan 

dengan tindak pidana itu sendiri. Terpenuhinya tindak 

pidana, maka terpenuhi pertanggungjawaban pidana, 

hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana 

belum tentu dipidana (Rusianto, 2016).  

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit ternyata : 

a. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, 

kelakuan atau tingkah laku. 

b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan 

kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi 

(Moeljatno, 2015). 
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Selain dari pada itu, Tindak Pidana dapat di 

defenisikan sebagai “ Perbuatan yang dilarang oleh 

Undang-Undang dan diancam dengan pidana bagi mereka 

yang melanggar aturan itu,pengertian merujuk kepada 

sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman 

pidana tertentu jika dilanggar.dalam konteks 

ini,perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak 

pidana,karena keberadaan pelaku tindak pidana,ancaman 

pidana,sifat melawan hukum dan alasan pembenar 

berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal 

tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya 

perbuatan tertentu (Syamsu, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema 
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Skema sederhana ini sudah sangat bisa 

mengambarkan bahwa tindakan pidana yaitu diakibatkan 

oleh perbuatan atau tindakan, sikap yang dapat 

merugikan orang lain (Gunandi, 2014). 

Defenisi dari tindak pidana yang selama ini 

dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas 

dalam RUU. Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa Tindak 

Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh peraturan perndang-undangan 

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana ketentuan ini menegaskan apa yang telah 

dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunnya 

penggolongan delik atas delik sengaja (dolus) dan delik 

Kealpaan (Culpa), yakni tidak melakukan suatu tindakan 

yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, 

tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak 

pidanaan (Culpa delicten) (Zaidan, 2015). itu sendiri,dari 

beberapa defenisi diatas sudah bisa kemudian kita 

simpulkan apa itu defenisi dari Tindak Pidana atau 

strafbaar feit. 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana  

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab 

Undang-Undang hukum pidana itu pada umumnya dapat 
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kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya 

dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur 

subyektif dan unsur obyektif itu sendiri. 

Unsur subyektif adalah unsur yang kemudian 

melekat pada diri pelaku atau yang bersangkutan dengan 

diri pelaku dan termasuk ke dalamnya,yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan yang 

dimaksud dengan Unsur obyektif adalah unsur yang ada 

hubunganya dengan aspek keadaan, yakni di dalam 

keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan.Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu 

adalah :  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa ) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 

poging  seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 

(1) KUHP 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat dalam kejahatan-kejahatanpencurian,penipuan 

d. Merencanakan terlenih dahulu atau voorbedacte raad 

seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan 

pembunuhan menurut pasal 340 KUHP 
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e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat di 

dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 

KUHP. 

Unsur obyektif dari tindak pidana itu sendiri 

adalah : 

a. Sifat melanggar hukum 

b. Kualitas dari si pelaku misalnya saja “ Keadaan 

sebagai seoran pegawai negeri “ di dalam kejahatan 

jabatan menurut Paal 415 KUHP (Lamintang, 2018). 

Menurut pendapat ahli simons sendiri, unsur-

unsur tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah : 

a. Perbuatan Manusia (Positif ataupun Negatif,berbuat 

atau tidak berbuat atau membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (Statbaar Gesteld) 

c. Melawan Hukum (Onrechtmatig) 

d. Dilakukan dengan kesalahan 

Selain dari itu, Simons Juga menyebutkan 

adanya unsur obyektif dan unsur subyketif dari tindak 

pidana (Strafbaar Feit). 

Unsur Obyektif itu adalah : 

a. Perbuatan orang 

b. Akibat yan kelihatan dari perbuatan itu 
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c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 

perbuatan itu seperti halnya dalam pasal 281 KUHP 

sifat “openbaar” atau “dimuka umum” 

Unsur Subyektifnya adalah : 

a. Orang yang mampu bertanggung jawab 

b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa) 

c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan 

Kesalahan kesalahan inilah yang dapat 

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan 

keadaan yang dimana perbuatan itu dilakukan atau 

dilaksanakan (Tomalili, 2019). 

Tidak hanya itu, peristiwa pidana yang juga 

disebut dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum 

pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan 

sebagai peristiwa pidana jikalau ia memenuhi unsur-

unsur pidananya. dan unsur-unsur pidana itu terdiri dari 

2, yakni  : 

a. Obyektif suatu tindakan(perbuatan) yang bertentangan 

dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh 

hukum dilarang dengan ancaman hukum yang 

dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini 

lebih terkhusus kepada tindakanya. 
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b. Subyektif bisa kemudian di defeniskan sebgaai 

perbuatan seseorang yang berakibat  tidak dikehendaki 

oleh Undang-Undang,sifat ini sangat lebih 

mengutamakan yang adannya pelaku ( Seseorang atau 

beberapa orang ) dalam tindak pidana (Suyanto, 2018). 

4. Pengertian Penganiayaan 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada 

KUHP disebut “ Penganiayaan” dibentuknya pengaturan 

tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan 

bagi perlindungan kepentingan hukum  atas tubuh dari 

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau 

bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau 

luka, bahkan kerena luka yang yang sedemikian rupa 

pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 

Penganiayan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dimuat artinya sebagai berikut “Perlakuan yang 

sewenang-wenang….” Pengertian tersebut adanya 

pengertian yang dalam arti luas, yakni termasuk yang 

menyangkut Perasaan atau Batiniah. Menurut 

Yurisprudensi maka diartikan dengan penganiayaan yaitu 

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, 

atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan 

ialah Sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak 
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misalnya mencubit, mendupak dan memukul. Merusak 

kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat 

dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk 

angin. 

Bentuk Kejahatan terhadap tubuh dan unsur-

unsurnya, atas dasar unsur kesalahanya, kejahatan 

terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu : 

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan 

sengaja,kejahatan yang dimaksudkan ini diberi 

kualifikasi sebagai penganiayaan,dimuat dalam Bab 

XX Buku II 351 s/d 358 KUHP 

b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat 

dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan 

kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka 

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan 

dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan 

menjadi lima macam yakni : 

a. Penganiyaan Biasa ( Pasal 351 KUHP ) 

Penganiayaan biasa sering kali juga disebut 

dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar 

terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada 

esensinya semua penganiayaan yang bukan 

penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.  
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Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, orang 

dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya 

berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan 

unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu 

sendiri. 

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP ) 

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP dalam 

pasal ini,penganiayaan ringan itu dan diancam dengan 

maksimun hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga 

ratus rupiah apabila suatu  masuk dalam rumusan pasal 

353 dan 356 KUHP itu sendiri dan tidak menyebabkan 

sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 

pekerjaan. 

c. Penganiayaan Berencana ( Pasal 353 KUHP ) 

Menurut Mr.M.H Tirtaamidjaja, beliau 

mengutarakan arti  direncanakan terlebih dahulu yakni 

bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun 

pendeknya untuk kemudian melakukan 

pertimbangkan, untuk  berpikir dengan tenang  dan 

setelah itu baru kemudian melakukan sebuah tindak 

pidana atau kejahatan yang memberikan dampak 

buruk bagi orang lain. 
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d. Penganiayaan Berat ( Pasal 354 KUHP ) 

 Hal diatur dalam pasal 354 KUHP, perbuatan 

berat atau dapat disebut  juga dengan menjadikan berat 

pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan 

sengaja oleh orang yang menganiaya. 

e. Penganiayaan Berat Berencana ( Pasal 355 KUHP ) 

Mengenai ini diatur dalam pasal 355 KUHP, 

kejahatan ini merupakan gabungan antara 

penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan 

penganiayaan berencana pada pasal 353 ayat 2 KUHP 

(Gunandi, 2014). 

B. Konsep Hukum Medeplictigheid dan Pasal Mengenai 

Medeplictigheid 

1. Pengertian Medeplictigheid 

Berbicara mengenai Medeplictighed yaitu bentuk 

wujud deelneming seperti yang dirumuskan didalam pasal 

56 KUHP, kata medeplictigheid secara harfiah juga 

mempunyai arti sebagai medeschuldig, didalam rumusan 

pasal 56 KUHP juga disebut sebagai pembantu-pembantu 

karena apa yang diatur dalam pasal 56 KUHP tersebut 

juga mengenai perbuatan-perbuatan membantu 

melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan 

kejahatan. 
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Menurut Profesor Simons “medeplictigheid” itu 

merupakan suatu on zelfstanding deelneming atau suatu 

keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, ini berarti 

bahwa apakah seorang medeplictigheid itu dapat 

dihukum atau tidak, hal itu bergantung pada kenyataan 

yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu 

tindak pidana atau tidak. 

Bentuk medeplictigheid yang pertama adalah 

kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan, 

dengan demikian maka setiap tindakan yang telah 

dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain 

dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum 

karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada 

waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu 

kejahatan, professor Simons mengemukakan bahwa 

bantuan yang dapat diberikan oleh seorang 

medeplictigheid seperti yang dimaksudkan diatas dapat 

merupakan bantuan yang bersifat material yang bersifat 

moral ataupun yang bersifat intelektual. 

Bentuk kedua adalah kesengajaan memberikan 

bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang 

lain tersebut melakukan suatu kejahatan, bantuan yang 

dapat diberikan oleh seorang medeplichtige di dalam 
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bentuk medeplichtigheid ini, dapat bersifat material, 

misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada 

pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya 

dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

melakukan pencurian terhadap barang-barang yang 

berada di dalam pengawasannya. 

Dari rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui, 

bahwa pemberian bantuan seperti dimaksudkan di atas 

haruslah diberikan dengan opzettelijk atau haruslah 

diberikan dengan sengaja. Profesor Simons berpendapat, 

bahwa opzet pelakunya itu harus juga ditujukan kepada 

unsur-unsur tersebut. 

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor Simons 

antara lain “Het opzet van den medeplichtige moet 

betrekking hebben op al de bestanddelen van de strafbare 

handeling ook op  die ten aanzien waarvan  bet opzet bij 

den  dader niet  gevorderd wordt” yang artinya “opset 

seseorang medeplichtigheid itu harus ditunjukkan kepada 

semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, 

bahkan juga kepada unsur-unsur yang oleh undang 

undang tidak disyaratkan, bahkan opzet pelakuannya itu 

harus pula ditunjukan kepada unsur-usur tersebut”. Ini 

berarti bahwa walaupun kejahatan yang sedang atau yang 
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akan dilakukan oleh pelakunya itu sebenarnya  

merupakan suatu culpoos misdiif atau suatu kejahatan 

yang menurut rumusannya didalam Undang-Undang 

sebenarnya dapat dilakukan  dengan tidak sengaja, akan 

tetapi terhadap kejahatan tersebut, seorang 

medeplictigheid itu harus pula mempunyai suatu opzet” 

(Lamintang, 2018).  

2. Pasal Mengenai Medeplictigheid  

Sesuai dengan rumasan hukum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang 

dalam Pasal 56 KUHP pidana, berbunyi sebagai berikut : 

a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada 

saat kejahatan dilakukan atapun diwujudkan 

b. Mereka yang dengan sengaja memberi 

kesempatan,daya upaya sarana atau keterangan untuk 

melakukan dan mewujudkan kejahatan (Handoko, 

2018). 

Dari uraian Undang-Undang ini dapat kemudian 

kita simpulkan bahwasanya ada dua jenis pembantuan, 

yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saaat 

kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja 

memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan 

kejahatan, menurut Memorie van Toelichting hanya 
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terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan 

bantuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam 

pasal 56 KUHP dapat kemudian di interpretasikan bahwa 

pembantu  itu menyokong kejahatan orang lain yang 

berarti bahwa melakukan atau turut melakukan (Mayuda, 

2020).  

Sifat perbuatan Accessoir yaitu dalam 

melakukan pembantuan harus ada orang yang dibantu dan 

memiliki pertanggungjawabanya  yang mandiri yakni 

antara pembantu dan pelaku tidak saling bergantung. 

Membantu (Medeplictgheid) sebagaimana yang terdapat 

dalam pasal 56 KUHP adalah dihukum sebagai orang 

yang membantu melakukan kejahatan itu sendiri. Ada 

dua jenis membantu yakni : 

a. Membantu melakukan kejahatan yaitu bantuan diberi 

pada saat kejahatan sedang dilakukan 

b. Membantu untuk melakukan kejahatan yaitu bantua 

diberi sebelum kejahatan dilakukan,apabila kehendak 

untuk berbuat jahat telah ada,perkara yang 

bersangkutan adalah perkara tentang pembantuan 

(Hasan, 2013). 
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C. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam 

rangka mencari kebenaran-kebenaran baru berbagai bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, termasuk penelitian 

dibidang yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya 

adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chant S.R. Ponglabba 

dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam 

Tindak Pidana Menurut KUHP“ 

Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai unsur-unsur 

tindak pidana dan tinjauan yuridis mengenai penyertaaan 

itu sendiri, kata penyertaan itu sendiri sama dengan 

Deelneming yang berasal dari kata Deelnemen (Belanda), 

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana 

karena dilakukan bersama oleh beberapa orang. jika 

hanya satu orang yang melakukan suatu delik pelakunya 

disebut dengan allen dader menurut doktrin Deelneming 

menurut sifatnya terdiri dari Deelneming yang berdiri 

sendiri dan Deelneming yang tidak berdiri sendiri. 

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan 

berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang 

lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan 

tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak 



28 

 
 

pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan 

apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai 

pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai 

pembantu (de medeplichtige). Ajaran mengenai 

penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam 

Pasal 56 KUHP. 

Persamaan : Membahas Tinjauan yuridis mengenai 

unsur-unsur tindak pidana dan tindak pidana deelneming 

Perbedaan : Dari pembahasan ini dapat disimpulkan 

bahwa yang menjadi titik pembeda adalah lokasi 

terjadinya tindak pidana in dan tidak dijelaskan 

medeplichtigheid secara rinci. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dengan judul 

“ Turut serta melakukan perbuatan  pidana menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam 

“ 

Makna dari kata penyertaan ini jelas bahwa makna dari 

istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang 

melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua 

orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan 

suatu tindak pidana. Mengenai hal pembantuan diatur 

dalam tiga pasal, yakni pasal 56, 57 dan 60. Pasal 56 

merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif 
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pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. 

Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya 

pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Dan pasal 

60 mengenai penegasan pertanggungjawaban 

pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal 

kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 

Persamaan : mencari konsep pemidanaan turut serta 

dalam sebuah tindak pidana  

Perbedaan penelitian ini dengan Skripsi dari Sukmawati 

lebih mengarah kepada studi perbandingkan turut serta 

dalam KUHP dan Hukum Islam, sedangkan proposal 

skripsi ini lebih terfokus kepada pemidanaan turut serta 

dalam KUHP. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian 

Hukum  Empiris, penelitian hukum empiris berasal dari 

bahasa inggris yakni empirical legal research dalam 

bahasa belanda disebut dengan istilah empirisich 

juridtische recherché, penelitian hukum empiris ini 

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam 

masyarakat (Ishaq, 2020). 

Pendekatan ini memfokuskan kajianya dengan 

memandang hukum sebagai seperangkat realitas (reality), 

tindakan (action), dan perilaku (behavior) (A. Ali, 2017). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan jenis pendekatan 

kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti 

menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, 
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hubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti 

(Noor, 2017). 

Dalam literatur metodologi penelitian, istilah 

kualitatif tidak hanya lazim bermakna sebagai jenis data, 

tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan 

interpretasi atas objek kajian. Secara historis, 

implementasi penelitian kualitatif bermula dari 

pengamatan (Prastowo, 2016). 

B. Defenisi Operasional 

Penelitian ini memiliki fokus tentang tindak pidana 

kasus penganiayaan. Adapun kasus penganiayaan dalam 

fokus penelitian adalah peristiwa yang terjadi di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. Dalam pembahasan 

penelitian ini akan dikaji sistematik penerpan sanksi dan 

pertimbangan hukum terhadap pelaku 

Medeplictigheid tindak pidana penganiayaan di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah  Kecamatam 

Sinjai Timur tepatnya di Desa tongke-tongke dan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Sinjai, Sedangkan waktu yang digunakan 

peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak tanggal 

dikeluarkanya izin penelitian dalam kurun waktu kurang 
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lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu 

bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam 

bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian disebut dengan informan yakni 

orang yang memberi informasi tentang data yang diiginkan 

peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan,diantaranya hakim yang memberi putusan 

mengenai kasus ini. Objek dalam penelitian ini adalah 

Sistematika dan penerapan hukum terhadap pelaku 

Medeplictigheid tindak pidana penganiayaan di Desa 

Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

 Pada pelaksanaanya, Penelitian akan terlibat 

langsung dalam mengumpulkna data ,mengelola data serta 

menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.tehnik 

pengumpulan data yang akan digunakana dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara digunakan sebagai tehnik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 
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dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016). 

Dengan demikian, pewawancara diharapkan 

dapat menyampaikan semua pertanyaaan dengan jelas, 

sehingga merangsang responden untuk menjawab semua 

pertanyaan dan setelah itu kemudian mencatat semua 

informasi yang dibutuhkan dengan benar (Ishaq, 2020). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang 

peneliti saat mewawancarai responden yaitu intonasi 

suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, 

kontak mata, dan kepekaan nonverbal (Noor, 2017). 

2. Observasi/Pengamatan 

Merupakan alat pengumpul data yang biasanya 

dipergunakan, apabila  tujuan penelitian hukum yang 

bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum 

sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.pengamatan 

dalam pengertian sehari-hari harus dibedakan dengan 

pengamatan dalam penelitian ilmiah (Ishaq, 2020). 

Tehnik ini menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat 

digunakan yaitu lembar pengamatan dan panduan 

pengamatan (Noor, 2017). 
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3. Tehnik Dokumentasi 

Tehnik pengumpulan data dengan Dokumentasi 

yaitu salah satu cara mendapatkan atau memperoleh data 

dengan alat  seperti kamera, berupa foto dan buku catatan 

mengenai kasus yang berkaitan dengan penelitian ini, 

sehingga peneliti mampu mendeskripsikan kasus yang 

akan diteliti. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian 

besar data yang tersedia itu berbentuk surat, catatan 

harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto (Noor, 

2017). 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi 

instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh 

karna itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian 

yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2016). 

Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan 

intrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan pedoman dokmentasi yang dapat 

memepertajam serta melengkapi dan hasil pengamatan 

observasi. 
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1. Pedoman wawancara yaitu sejumlah pertanyaan untuk 

memperoleh informasi mengenai sanksi dan 

pertimbangan hukum Medeplictigheid dalam tindak 

pidana penganiayaan. 

2. Alat Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan alat  

seperti kamera, berupa foto dan buku catatan. 

G. Keabsahan Data 

Dalam penelitian  kali ini penulis memakai tiga 

macam uji keabsahan data untuk memverifikasi dan 

memperoleh kesimpulan yang meyakinkan dalam penelitian 

dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Medeplictigheid 

Tindak Pidana Penganiayaan didesa Tongke-Tongke 

Kecamatan Sinjai Timur “ diantaranya :  

1. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara 

lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin  

terbentuk rapport , semakin akrab (tidak ada jarak lagi) 

diantara peneliti dengan narasumber sendiri dalam 

mencari informasi. 
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2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara  dan berbagai waktu. 

3. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini 

adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara.data tentang interaksi manusia atau gambaran 

suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. 

H. Tehnik Analisis Data  

 Tehnik analisi data yang dipakai dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penulis antara lain : 

1. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

penting. 

2. Data Display ( Penyanjian Data )  

Dalam bentuk penelitian kualitatif penyanjian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya,dengan 
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mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi,merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami 

tersebut. 

3. Conclusion Drawing /verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan 

(Sugiyono, 2016). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum pengadilan Negeri Sinjai 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sinjai 

Kantor Pengadilan Negeri Sinjai pertama kali 

dibentuk pada tahun 1958 yang terletak di Jalan 

Persatuan Raya dan merupakan Kantor Pengadilan 

pertama di Kab.Sinjai. Kemudian dipindahkan ke Jalan 

Jenderal Sudirman No.2, dan diresmikan pada tanggal 11 

Mei 1982 oleh Bapak Peradilan Umum Departemen 

Kehakiman. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang, 

gedung Pengadilan Negeri Sinjai sudah sering mengalami 

pemugaran atau renovasi. pengadilan Negeri Sinjai 

adalah salah satu Pengadilan Negeri sinjai yang berada 

dibawa lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar (PT). 

Pada zaman belanda, pengadilan Negeri Sinjai masih 

dikenal dengan nama landrat, dan dipimpin oleh seorang 

ketua yang dikenal dengan tuan Petoro. Setelah Indonesia 

merdeka, sejak tahun 1960-an Barulah landrat berubah 

nama menjadi Pengadilan Negeri Ekonomi. Pada saat 

1982 peresmian Pengadilan Negeri Sinjai yang 

diresmikan oleh Dirjen Kemengkunham SulSelRa dan 
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peresmian gedung baru yang beralamt di Jl. Jenderal 

Sudirman  No. 2 Sinjai.  

Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Sinjai 

secara turun temurun sampai sekarang diantaranya: 

a. B. Jamaluddin Tahun 1950 s/d 1976 

b. Hamire Tahun 1973 s/d 1974 

c. C.H. Salam Basyar Tahun 1974 s/d 1984 

d. J.R Rante Padang Tahun 1985 s/d 1990 

e. Ketut Jitarana, S.H., M.H. Tahun 1990/ s/d 1993 

f.  Yahya Mustafa Mampa, S.H., Tahun 1994 s/d 1995 

g. Soewarli Wardja Soedarta, S.H. Tahun 1995/2000 

h. Hj. Sugiang  Sukirman, S.H. Tahun 2000 s/d 2002 

i.   Ahmad gaffar, S.H., M.H.  Tahun 2002 s/d 2005 

j.   Andi Cakra Alam, S.H., M.H. Tahun 2005 s/d 2006 

k. Hartomo, S.H. Tahun 2006 s/d 2009 

l.   Suko Priowidodo, S.H. Tahun 2009 s/d 2011 

m. Ibrahim Palino, S.H. Tahun 2011 s/d 2013 

n. Judijanto Hadi Laksana, S.H. Tahun 2013 s/d 2015 

o. DR. Hasanuddin, S.H., M.H. Tahun 2015 s/d 2016 

p. Abdullah Mahrus, S.H., M.H. Tahun 2018 s/d 2019 

q. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Tahun 

2019 sampai sekarang 



40 

 
 

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan 

Negeri Sinjai karena mengingkinkan pertimbangan 

Hakim yang penulis teliti. Hal ini juga memudahkan 

penulis bisa melakukan wawancara langsung dengan para 

hakim, yang mana hakim merupakan penentu terhadap 

putusan yang akan diberikan terhadap suatu perkara,  

serta dokumen-dokumen yang diperlukan oleh penulis 

hampir semua ada di Pengadilan. Hal inilah menjadi 

landasan penulis sehingga melakukan penelitian di 

Pengadilan Negeri Sinjai. 

2. Kedudukan Pengadilan Negeri sinjai 

Pengadilan Negeri Sinjai sebagai salah satu 

Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di bawah 

Mahkamah Agung terletak di Sinjai Ibu Kota Kabupaten 

Sinjai yang secara Geografis terletak di pantai timur 

Bagian selatan Sulawesi Selatan, berjarak ± 223 KM dari 

Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan dengan Luas 819,96 

KM
2 

yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan definitif 

dengan 80 (delapan puluh) desa/ Kelurahan. Dengan 

batas-batas astronomi antara  : 05
o 

19’ 30”  LS - 

05
o
36’47” LS  dan antara 119

o 
48’ 30”  BT - 120

o 
20’00”  

BT, dengan morfologi daerah ≥ 55,50% daerah Dataran 

Tinggi (100 – 500 meter di atas permukaan laut). 
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Sedangkan secara administratif, memiliki batas-

batas wilayah hukum  administratif sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Bone 

b. Sebelah Timur : Teluk Bone 

c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Bulukumba 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 : Peta Administratif  / Wilayah Hukum  

Pengadilan Negeri Sinjai 

Pengadilan Negeri Sinjai merupakan lingkungan 

peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum 

dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sinjai bertugas dan 

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama 

#Y

#Y #Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y#Y

Bu a

Ba lan gn ipa

Lian g

Pa sa e

Sa uk an g

Har ue

An nie

Jekk a 1

Ba ra ng

Pa kkis en g

Hod i

Lon ra e

Lim pu

Laiy a

Ka lele ng

Pa ria

To pa ngk a

Te ssa

Bo la

Sa hu ne ng

Ba lle

Bu lub ulu

Lab et ang

Sa ha ru  1

Er as a

Ma tto ang ing

Hod ie

Bu lup ar ia

Jira

Ba loc ci

Liup od o

Lale ng pitu a

Jen ae

Diup an g

Lap pa e

Cod on g

Ka he ra ng

Ta bb utu

Jer un g 2

Sa bb an g

Leb ba e

Ura ng a

Jekk a 2

To pp ala

Ko ro ng

Ba tu lep pa

Se ng ka ng

Ka m pu ngb ar u

Lop i

To pisi

bain an g 2

Hulo

Ba tu lap a

Te lle

Ma len ran g

Ta ipa

Bu lulo he

Sa te ng ah

Lah ala ha

Bu ng ae

Cen gko e

Ah o

Cillela ng

Sa leh e

Ka lam isu

Pa ttir o

Sa ttu lu

Ba lan to kka

Ma con gg i

Lab er an g

Lap pa cing lam a

Ma tta mp a

Dad eb a

Ka jao ba ru

Aju co lloe

Hod iho die

Be nt en g

Ma ng asa

Ulug alu ng

kan ne

Ta ng kulu

Sir i

Halim pin g

Jola mp e

Bo kke re

Caile

Ku pa ng

Bu lup od o

Pa llie

Ba tu bica ra

Bo nt oa sa

Data

Cam m er u

Bin to

Ta na hdid ie

Cind ra nae

To ng ket ong ke

Bo tto bo tto

Ta na sse ng

Lita litae

Tip pu loe

Ka m pa la

Cob bo ro

Bo nt oh eru

Bu lulo ho e

Lan ra ng

Pa ng ie

Tu jue

Ba lan gr eb ah

Hem pe ng e

Uluta u

Bo lar om an g

Bu ru ng loe  1

Ta llae

Bo ro ng

Sa ha ru  2

Ka ra m pua ng

Ma nip i

Cen ing

Bu ab ua

Ulusa lo

To kka

Ka tika ti

Lep pa ng

Sa len ra ng

Wae pe llae

Hilala ng  1

Cakk ilem ba ng

Cen re

So m po ng

Ma rio

Ba ina ng

To pp alu
Ma ga la

Lem b ang loh e

Bo nd u

Te llen g

Se rr e 1

Bin tin o
Bu ng ing

Lan gk ase k

Ta ne tek era sa

To lesa ng

Ta ne te

Ma nya h

Ke ssi

Ma ng opi

Ab be te nen ge

Lem b ang ko kos o

Pa lad en g

Pa llam p ang

Po lew ali

Holia ng

Be nt en gia

Bu lu

Ba tu pu te

Ba lap pa ng i

Cer ub ung

Ba tu mim ba lo

Sa pu tin ggi

Ba tu san tun g

Ta na ma lolo

Ma limp o

Ke ssib ule ng

Sa m pe rea

Ta na litae

Ma him po i

Hulu sisa ng

Ka cu nu k

Pa ng iso ren g

Ba tu

Ba tu pa ke

Ba lan g

Lan cib ung

Las ap pun g

Bu lu Bokk i

Ta tto jen g

Ka m pu ngt en gah

Ba llap olle

Ka lollin g

Hilala ng  2

Ta kjon joa

Bih ulo

Lap ae

Bo nt oku nyi

To ba ku

To rib i

Lap pa da ta

Rum bia

Bu ru e

Pa nr en g

Bo sa ng  2

Bo sa ng  1

Gar ec cine

Ka dije ng

Lem b ang

Leb ba

Nan gka e

Ba rin ga n

Bib or o

Ka lim bu

Bo nt ote ng ng a

So pp en g

Pu sa nti

Ba tu tet e

Ma dd ako

Bu hu ng tellu e

Pu ce e

Ka na lo 2

Allu na

Jam pu e

Ta nr o

Cen ra na

Inr ula mu ng

Bo ng o

Bo lab ola

Ka m pir i

Ma kun yi

Pa kkit a

Lan gg uli

Ba ru ttu ng

Ta mb an gi

Ka bb e

Bu ru ng en g

Ab um p ung en g

Ka ro pp ae

Lap ak ajan g

Ba lan gb ala ng

Ka ro pp a

Oro ng da tu

Ka ra ssi

Ba ng ka

Lep pa ng kom a e

So ba

Ham pa ng e

Bu nt ulu

Bu lula he

Car um ba an

Pa tto ng ko

Lam p ang ce llae

Ka lua ra ng

Ta na eja

Bo nt ole bon g

Bir ing er e

Bis oke sa ng

Ke bu ng ng e

Ka m pu ngb er u

Bu ru ng  Lo e 2

Ba ka ni

Hem pe ng ng e 2

Ma ro ang ing

Ma nu bu

Lem b ang lem b ang

Ka nr ojo

Sa m ata rin g

Gan ta ra ng

Bo nt ola mb er e

Jer un g 1

Lap pa ng en g

Pa pe ra

Lem b ann a

Bu ak kan g

Las iai

Pa na sa

Ka hu ka hu

Bo nt ob und u
Jah un gjah un g

Ba tu ma kelo ng

To dd aga lun g

Ke bu ng e

Caile

Si ri

Kampungberu

Ka hu
Haru

Bo la

Pu de

LAPPA

Lap pa

Dum me

Aruh u

Bo nto

Sinjai

Lasiai

Aran go

MANIP I

Lap pae

BIKERU
Bikeru

Se re ng

Po pala

Man ip i

Pa opa o

Lag ora

Pa nren g

Tond ong

Ereb ulu

Rum pa la

So ppe ng

Je ppa ra
Nan gkae

Ka tulie

So nging

Sa ttulu
Ja bbu tu

Takalala

Ba tuloh e

Bu lu datu

Pu ssa nti

Pa la ngka

Po le wali

Bu lu loh e

Ba ring en g

Bo nto sa sa

Ba tam ba ng

Man gng op i

Lap pad ata

Lab etta ng

BUL UPODDO

BALANGNIPA

Ba la ngn ip a

Pa ssa haku e

PASIRPUTIH

Lem pa ngg an

Bu lu tellu i

MANIM PAHOI

Bo nto ku nyi

Ba ro ng uttie

Lan cing ba ng

Ka mp ung baru

TEL LUL IMPOE

Lem ba ngg ago so

Man gara bom ba ng

Teng nga le mb ang

Salo
 Apareng

Salo Gareccing

N

Ad ministrasi

KEC. BU LUPODD O

KEC. SINJAI  BAR AT

KEC. SINJAI  BORONG

KEC. SINJAI  SEL ATAN

KEC. SINJAI  TENGAH

KEC. SINJAI  TIM UR

KEC. SINJAI  UTARA

KEC. TEL LUL IM POE

Ba tas d esa.

Pe mu kim an

Su nga i utam a

Ja la n n ew.sh p

Ja la n P rop in si

Ja la n Aspa l

Ja la n Batu

Ja la n Ta nah

#Y Ibuko ta

5 0 5 10 Kilometers

Teluk  

Bone 

Kab.Buluku

mba 

Kab 

Bone 

Kab.Go

wa 



42 

 
 

yang bertempat di kota madya atau di ibu kota kabupaten, 

dengan daerah hukum meliputi wilayah kota madya atau 

ibu kota kabupaten. 

3. Visi  Dan  Misi  Pengadilan  Negeri  Sinjai 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa 

depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin 

diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sinjai mengacu pada 

visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Indonesia yang  dirumuskan pada 

10 September 2009 yaitu : 

Visi: 

Terwujudnya kemandirian peradilan Umum Yang 

Agung. Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam 

rangka mencapai visinya,atau dengan kata lain, untuk 

mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 

peradilan yang optimal. Sehingga dengan mengacu pada 

Misi Mahkamah Agung 2010-2035 maka Untuk 

mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : 

Misi :  

 Misi yang kemudian dicanangkan oleh 

Pengadilan Negeri Sinjai tentunya memberikan dampak 
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positif bagi masyarakat seluruh Kab. Sinjai yang  mencari 

keadilan. Diantaranya : 

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan; 

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan 

kepada pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan 

Peradilan; 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan. 

Dengan visi-misi Pengadilan Negeri Sinjai yang 

begitu banyak memberikan perlindungan Hukum bagi 

seluruh masyarakat yang ada di Kab. Sinjai. Visi-misi 

didorong dengan struktural kelembagaan Pengadilan 

Negeri Sinjai yang ditempatkan sesuai dengan ahlinya. 

4. Denah  Gedung 1 Dan 2 Pengadilan Negeri Sinjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Denah lantai I Pengadilan Negeri Sinjai 
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Gambar 4. 3: Denah lantai II Pengadilan Negeri Sinjai 

5. Struktur Pengadilan Negeri Secara Umum 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pengadilan Sinjai 

Secara Umum Struktur Pengadilan Sinjai terdiri 

dari Ketua, Hakim, Wakil Ketua, Panitera, Wakil 

Panitera, Panmud Perdata, Panmud Pidana, Panmud 

Hukum, Sekretaris, Kasubag Perencanaan Tindak 
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Pelaporan, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan 

Pelaksana dan Kasubag Umum dan Keuangan, dengan 

staf dan karwayan yang sangat berkompeten sesuai 

dengan bidangnya masing-masing sehinga mampu 

memberikan pelayanan yang baik, ramah dan terpercaya 

kepada masyaraka Kab. Sinjai yang sedang melakukan 

pengurusan beberapa kasus di Pengadilan Negeri Sinjai 

dengan mengedapakan tata karma. 

B. Sistematika penerapan sanksi pidana bagi pelaku 

Medeplictigheid terhadap tindak pidana penganiayaan di 

Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur 

1. Posisi Kasus 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus 

pembantuan tindak pidana peganiayaan pada putusan 

nomor 48/Pid.B/2018/PN.Snj. dalam kasus penganiayaan 

ini Indo Tang Binti Bato merupakan terdakwa yang 

akibat perbuatanya menyebabkan penganiayaan ( 

Pemukulan ), pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 

18.06 terjadi di Dusun Bentengge, Desa Tongke-Tongke, 

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Peristiwa 

penganiayaan ini terjadi di rumah terdakwa Indo Tang 

Binti Bato di Tongke-Tongke. 
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Mengenai kronologis kejadian tindak pidana 

penganiayaan ini penulis telah mengumpulkan beberapa 

informasi terkait hal tersebut sebagai berikut, pada waktu 

dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saat itu 

ibu terdakwa memanggil saksi korban datang kerumah 

pelaku, setelah saksi korban datang kerumah terdakwa 

lalu dipanggil masuk kedalam rumah oleh pelaku 

penganiayaan kemudian korban duduk dan bertanya “Apa 

yang mau kita kasi ke saya, mauki katanya kasi saya 

baju” dan terdakwa menjawab “bukan baju yang mau 

saya kasi kamu tetapi ada yang mau saya tanyakan 

kekita” kemudian saksi korban bertanya lagi “Apa itu.?” 

Lalu terdakwa ( pelaku ) menjawab dan balik bertanya 

kepada saksi korban dalam hal ini Nurhayati Binti 

Nyoma “Apa kamu telah berbuat mesum dengan suami 

saya” dan saksi korban menjawab dengan tegas bahwa 

“Saya tidak pernah melakukan hal itu” langsung terdakwa 

dalam hal ini Indo Tang Binti Bato meluapkan emosi 

dengan melakukan pemukulan atau menampar saksi 

korban dengan menggunakan kedua tangannya, 

menampar sebanyak 4 kali  yang mengenai pada bagian 

pipi sebelah kiri dan bagian pipi sebelah kanan, lalu 
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melakukan penendangan terhadap si korban dan 

mengenai pada bagian paha sebelah kanan dari korban. 

setelah itu datang saksi yang bernama Indo Tuo 

Binti Bato yang hendak membeli obat pengusir nyamuk 

dirumah dari terdakwa dan mendengar suara keributan, 

kegaduhan dari rumah atau tempat jualan terdakwa, 

setelah itu saksi Indo Tuo Binti Bato langsung masuk ke 

dalam dan ingin memastikan suara keributan yang terjadi 

dalam rumah itu dan akhirnya melihat terdakwa Indo 

Tang Binti Bato melakukan pemukulan kepada saksi 

korban dan berinisitif untuk kemudian 

melerai/memisahkan kedua belah pihak antara terdakwa 

dan saksi korban. 

2. Dakwaan Penuntut Umum 

Dalam dakwaan penuntut umum Indo Tang Binti 

Bato yang merupakan pelaku perbuatan pidana yang 

mengakibatkan pemukulan atau penganiyaan Nurhayati 

Binti Nyoma dalam hal ini sebagai korban, Dijelaskan 

bahwa pada awalnya ibu terdakwa memanggil saksi 

korban datang kerumah pelaku, setelah saksi korban 

datang kerumah terdakwa lalu dipanggil masuk kedalam 

rumah oleh terdakwa penganiayaan dan menanyakan 

beberapa pertanyaan kepada saksi korban dalam hal ini 
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Nurhayati Binti Nyoma mengenai hubungan gelapnya 

dengan suami dari terdakwa, setelah proses bertanya itu 

selesai terdakwa dengan emosi melakukan pemukulan 

terhadap saksi korban dengan mengunakan kedua 

tanganya dan memukul sebanyak 4 kali dan mengenai 

pipi bagian sebelah kiri dan pipi bagian sebelah kanan 

yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada 

bagian mukanya dan menyebabkan bengkak pada bagian 

paha sebelah kanan saksi korban Nurhayati. 

Dilihat dari kronologis kejadian Perbuatan 

terdakwa tersebut dilakukan karena memang rill 

kesengajaan untuk melakukan perbuatan penganiayaan, 

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 

pidana  dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), dan menjatuhi pidana kepada 

terdakwa Indo Tang Binti Bato dengan pidana penjara 

selama 5 bulan dikurangkan dengan masa penahanan 

yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan 

sekiranya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

5.000 (lima ribu rupiah). 

Dalam proses persidangan ini menhadirkan 

beberapa saksi untuk memperkuat adanya tindak pidana 
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penganiayaan ini diantaranya, saksi Indo Tuo Binti Bato, 

Supriadi alias Adi Bin Sabir dan Nurliah Binti Hasyim. 

Keterangan dari ketiga saksi yang sama-sama 

memberikan penjelasan atas pemukulan atau 

penganiayaan yang dialami oleh Nurhayati Binti Nyoma. 

Saksi Indo Tuo memberikan keterangan dengan 

membenarkan adanya pemukulan yang dilakukan 

terdakwa tapi yang sempat dilihat bahwa Indo Tuo hanya 

melihat terdakwa memukul korban Nurhayati 1 kali saja 

dan membenarkan tidak adanya orang lain membantu 

untuk memukul korban, sementara saksi Nurliah Binti 

Hasyim memberikan keterangan bahwa ia mengetahui 

kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dialami 

korban Nurhayati ini karna diceritakan oleh si korban, 

sekaligus membenarkan adanya  luka gores dan bengkak 

pada pipi Nurhayati. 

3. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku Medeplictigheid 

terhadap tindak pidana penganiayaan 

Sebelum masuk kepada pembahasan dari sanksi 

bagi pidana pelaku Medeplictigheid terhadap pidana 

penganiayaan haruslah kemudian menelisik jauh dari 

kronologis kejadian dan harus berdasarkan beberapa 
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referensi yang nantinya akan memberikan satu bukti yang 

akuntabel untuk dimaknai secara kompleks. 

Dari uraian diatas dapat kemudian di 

interpretasikan dimana salah satu yang dapat 

mengakibatkan seseorang dipidana karena turut serta atau 

melakukan pembantuan perbuatan pidana dan salah 

satunya dalam kasus penganiyaan, sebagaimana yang 

telah tertera jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Ada banyak sekali bentuk penyertaan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri 

diantaranya, mereka yang melakukan (pembuat pelaksana 

atau Pleger), mereka yang menyuruh untuk melakukan 

(Doenpleger), mereka yang turut serta melakukan 

(medepleger), orang yang sengaja menganjurkan 

(Uitlokker), Pembantuaan (Medeplictige). 

Mengenai hal Pembantuaan (Medeplictigeheid) itu 

kemudian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP 

diantaranya diatur dalam pasal 56, 57 dan 60  dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 56 

menjelaskan mengenai unsur obyektif dan unsur 

subyektif dari pembantuan tindak pidana sekaligus 

membahas macam-macam bentuk pembantuan itu 

sendiri. Sedangkan pasal 57 memberikan pembahasan 
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mengenai batas luasnya pertanggungjawaban bagi 

pembuat pembantu dalam tindak pidana dan pasal 60 

sangat jelas merumuskan penegasan pertanggungjawaban 

pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal 

kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran. 

Pasal 56 menjelaskan bunyi sebagai berikut : 

Dihukum sebagai orang yang membantu 

melakukan kejahatan 

a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan 

kejahatan itu 

b. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, 

daya upaya atau keterangan untuk melakukan 

perbuatan kejahatan 

Pasal 56 KUHP ini membedakan 2 macam 

pembantuan yakni, membantu melakukan kejahatan dan 

yang kedua ialah membantu untuk melakukan kejahatan. 

Yang pertama adalah membantu pada waktu kejahatan 

dilakukan tanpa memberikan sarana, atau daya upaya 

tertentu dalam melaksanakan kejahatan, sedangkan yang 

kedua ialah pembantuan yang diberikan mendahului 

kejahatan dilaksanakan, artinya dengan memperlancar 

dan mempermudah dengan upaya berwujud kesempatan, 

sarana, dan atau keterangan. Dengan kata lain poin 



52 

 
 

pembahasan yang kedua ini merupakan pembantuan 

kejahatan yang dilakukan pada saat sebelum dilakukanya 

kejahatan seperti yang telah diatur dalam secara limitatif 

dalam pasal 56 KUHP yakni, memberi kesempatan dalam 

artian memberikan peluang sebaik mungkin untuk 

mempelancar tindak pidana orang lain, memberi sarana 

dalam artian mempermudah dengan menyiapkan dan 

memberikan alata atau benda yang dapat digunakan 

pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatanya, 

memberi keterangan untuk melakukan kejahatan 

pidananya dalam artian menyampaikan ucapan-ucapan 

dalam susunan kalimat yang berupa petunjuk atau 

keterangan palsu untuk membantu pelaku kejahatan 

dalam melaksanakan kejahatan. 

 Dan untuk perihal sanksi atau 

pertanggungjawaban bagi pelaku pembantuan 

(Medeplitigheid) dalam tindak pidana penganiayaan ini 

ditentukan dalam pasal 57 yang memuat mengenai sejauh 

mana luasnya tanggungjawab bagi pembuat pembantu, 

yang rumusanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai berikut : 
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a. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan 

dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu 

melakukan kejahatan pidana 

b. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau 

hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah 

hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. 

c. Hukuman tambahan bagi membantu melakukan 

kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi 

kejahatan itu. 

d. Tentang melakukan hukuman itu hanyalah 

diperhatikan perbuatanya yang sengaja dimudahkan 

atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat 

perbuatan itu. 

Maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwasanya 

yang dikurangkan dengan sepertiganya itu bukan 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi 

maksimun hukuman pokok bagi yang diancamkan pada 

kejahatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan amanat 

pasal 57 ayat 3 yang menerangkan bahwa pidana 

tambahan adalah sama dengan pembuatnya dan untuk 

itupun dijelaskan pertanggungjawaban pembantuan 

adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada 

pertanggungjawaban  si pembuat. Pertanggunjawaban 
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pidana bagi pembantu nyata lebih ringan dari pada 

pertanggungjawaban pidana bagi bentuk-bentuk turut 

serta melakukan lainya. Hanya terdapat pidana tambahan 

saja dipersamakan dengan bentuk-bentuk turut serta 

melakukan. Seperti yang  kita pahami bersama 

bahwasanya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, 

pembantuan dalam tindak pidana itu dikenal dalam 

literatur hukum dengan istilah Medeplictigheid atau 

Gehilfe.  

Selain dari pada itu, bentuk-bentuk pembantuan 

mencakup beberapa poin yang pertama adalah 

pembantuan sebelum dan sesudah pada saat pelaksanaan 

kejahatan, yang kedua adalah pembantuan aktif dan 

pembantuan pasif yang dimana pembantuan aktif ini 

merupakan bentuk pemberian bantuan dengan melakukan 

perbuatan yang aktif atau biasanya dikenal dengan 

sebutan pembantuan materill yang dalam hal ini bisa 

terjadi pada saat berlangsungnya kejahatan atau tindak 

pidana, dan yang ketiga adalah pembantuan intelektual 

yang bisa diartikan pembantu yang memberikan saran 

dan petunjuk-petunjuk, nasihat yang sifatnya berguna 

untuk lebih mempermudah kejahatan yang akan 

dilaksanakan oleh pelaku pelaksana tindak pidana, 
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pembantuan dengan masukan dan saran inilah yang 

kemudian disebut pembantuan intelektual kejahatan. 

Akan tetapi dalam undang-undang pun tidak 

membedakan antara pemabantuan aktif pasif dan 

pembantuan intelektual, undang-undang hanya 

membedakan bentuk pembantuan sebelum tindak pidana 

dilakukan dan bentuk pembantuan pada saat terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan.  

 Maka sangat penting untuk menyilisik jauh lagi 

soal pembantuan tindak pidana sekiranya pasal dalam 

kitab undang-undang hukum pidana bisa tepat sasaran 

dan mampu memberikan perlindungan dan pengayom 

bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dan 

untuk penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan 

pemabantuan itu berdasar dan merujuk kepada Pasal 56 

dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

C. Pertimbangan hukum terhadap pelaku Medeplictigheid  

tindak pidana penganiayaan di Desa Tongke-Tongke 

Kec. Sinjai Timur 

Dalam menetapkan putusan, hakim harus mengkaji 

unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kemudian 

disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan serta alat bukti 

dalam menganalisa kasus pembantuan tindak pidana 
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penganiayaan ini. Dari beberapi uraian dari pembahasan 

sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pasal yang 

kemudian berlaku untuk pembantuan tindak pidana, maka 

dari itu penulis memberikan satu argument bahwasnya 

secara mendasar ketika berbicara soal pembantuan, maka 

tentunya terdapat orang yang dibantu sama dengan pelaku 

tindak pidana (Pleger) dan orang yang memberikan bantuan 

atas terwujdunya tindak pidana sama dengan pembantu 

(Medeplictigheid). 

Dari pembahasan dipoin sebelumnya telah 

dijelaskan dalam pasal 56 KUHP yang merumuskan 

mengenai unsur obyektif dan unsur subyektif dalam 

pembantuan tindak pidana sekaligus memberikan penegasan 

mengenai macamnya bentuk pembantuan tindak pidana itu 

sendiri. Syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pembuat 

pembantu tindak pidana atau pemberi bantuan dalam pasal 

56 dirumuskan unsur subyektif sebagai sengaja atau 

kesengajaan (Opzettelijk) dan untuk syarat dari obyektinya 

itu sendiri adalah memberi bantuan. Simons mengatakan 

bahwa membantu harus memenuhi dua unsur yaitu: 

1. Dari sudut subyektif  

Kesengajaan seorang pembuat pembantu dalam 

memberikan atau mewujudkan perbuatan bantuanya 
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kepada pelaku baik sebelum pelaksanaan tindak pidana 

maupun pada saat pelaksanaan kejahatan pidana yang 

dilakukan pelaku yang bertujuan untuk mempermudah 

dan memperlancar bagi pelaku dalam melaksanakan 

kejahatan pidananya, maka dari itu penulis memberikan 

satu asumsi yang berdasarkan beberapa referensi yang 

akuntabel bahwasanya dapat dikatakan kesengajaan 

pembuat pembantu ini tidak tendensius pada pelaksanaan 

ataupun penyelesaian kejahatan pidana, melainkan hanya 

untuk mempermudah dan memperlancar kejahatan dari 

pelaku saja. Artinya pembuat pembantuan ini paham akan 

kejahatan yang akan dilakukan oleh si pelaku namun 

seorang pembantu ini tetap memberikan satu ruang dan 

wadah untuk mempermudah aksi pidana dari pelaku. Dan 

bisa pula dimaknai dari unsur subyektif ini adalah adanya 

persekongkolan atau pertemuan kedua belah pihak 

sebelum melaksanakan tindak pidana. 

2. Dari sudut obyektif 

Wujud perbuatan yang dilakukan dalam unsur 

obyektif ini adalah pembuat pembatuan hanya 

mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tindak 

pidana, selain dari pada itu dari sudut obyektif ini juga 

bisa dimaknai berperan mempermudah dan memperlancar 
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kejahatan saja dan tidak menyelesaikan kejahatan. Karna 

penyelesaian kejahatan tergantung dan semuanya 

dikembalikan kepada perbuatan pembuat pelaksanaanya 

atau pelaku (M. Ali, 2011). 

Dilihat dari kedua syarat subyektif  dan obyektif 

dari pemabatuan tindak pidana diatas, Nampak jelas bahwa 

peranan atau sumbangsi dari pembuat pembantuan 

(Medeplictigheid) ini lebih kecil terhadap pembuat 

pelaksanaan dalam mewujudkan tindak pidana dari pada 

bentuk penyertaan lainya. Dan atas kedua dasar inilah yang 

memberikan pertimbangan juga  bahwa beban 

pertanggungjawaban pidana pada pembantuan  

(Medeplictigheid) ini lebih ringan dari pada bentuk-bentuk 

penyertaan (Deelneming) lainya. 

Untuk itu, pertimbangan yang kemudian diberikan 

oleh hakim pengadilan negeri sinjai dalam menetapkan 

kasus pembantuan tindak pidana penganiayaan di kab. Sinjai 

dan didasarkan dengan dua syarat pembantuan itu sendiri 

yakni subyektif dan obyektif. Sehingga dalam kasus ini tidak 

ada yang mampu memberatkan pihak pembantu dalam 

membantu memperlancar kejahatan dari pelaku dan tentunya 

tidak lepas dari pasal yang ada dalam kitab undang-undanh 

hukum pidana (KUHP), dari uraian pembahasan sebelumnya 
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pun sudah dijelaskan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penegasan 

pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada 

pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk dalam 

hal pelanggaran. Dalam pasal 60 KUHP berbunyi.: 

a. Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak 

dapat dihukum (KUHP 54). 

Dalam pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) ini sudah sangat jelas memberikan 

penafsiran mengenai tidak adanya hukuman bagi pembuat 

pembantu dalam melakukan pelanggaran tindak pidana atau 

kejahatan, seperti halnya dengan percobaan (Poging)I, maka 

membantu melakukan (Medeplictigheid) pada pelanggaran 

ini tidak dikenakan hukuman atau sanksi atau pada 

pelanggaran itu tidak dihukum. Dalam pasal 60 KUHP ini 

pun punya kaitan erat dengan pasal 54 KUHP mengenai 

tidak dapatnya dihukum seseorang karna percobaan pasal 54 

berbunyi: 

a. Percobaan untuk pelanggaran tidak diancam 

hukuman  

Peraturan ini menurut bunyi pasal 103 dapat 

dikecualikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah 

atau ordinansi, berhubung dengan ini, maka dalam ordonansi 
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obat bias ada beberapa pelanggaran yang percobaanya dapat 

dihukum juga. Maka antara pasal 60 dengan pasal 54 punya 

keterikatan satu sama lain dalam hal pengambilan putusan 

dalam perkara pembantuan. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis 

memberikan pandangan, majelis hakim dalam memutuskan 

perkara pembantuan tindak pidana penganiayaan di desa 

tongke-tongke masih tetap konsisten dan relevansi dengan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dengan 

memperhatikan unsur atau syarat dari pembantuan tindak 

pidana sesuai dengan pasal 56, 57 dan 60 KUHP sudah tepat 

dan memenuhi rasa keadilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka 

penulis berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistematika penerapan sanksi (Medeplictigeheid) itu 

kemudian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP 

diantaranya diatur dalam pasal 56, 57 dan 60  dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam 

tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 57 

yang memuat mengenai sejauh mana luasnya 

tanggungjawab bagi pembuat pembantu, yang rumusanya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

sebagai berikut : Selama-lamanya hukuman pokok bagi 

kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal 

membantu melakukan kejahatan pidana, Jika kejahatan 

itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara 

seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara 

selama-lamanya lima belas tahun, Hukuman tambahan 

bagi membantu melakukan kejahatan sama saja dengan 

hukuman tambahan bagi kejahatan itu, Tentang 

melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan 
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perbuatanya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan 

oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu. 

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam pasal 56 KUHP 

yang merumuskan mengenai unsur obyektif dan unsur 

subyektif dalam pembantuan tindak pidana sekaligus 

memberikan penegasan mengenai macamnya bentuk 

pembantuan tindak pidana itu sendiri. Syarat yang harus 

dipenuhi bagi seorang pembuat pembantu tindak pidana 

atau pemberi bantuan dalam pasal 56 dirumuskan unsur 

subyektif sebagai sengaja atau kesengajaan (Opzettelijk) 

dan untuk syarat dari obyektinya itu sendiri adalah 

memberi bantuan. Dan jua sudah dijelaskan mengenai 

Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

merumuskan penegasan pertanggungjawaban 

pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal 

kejahatan dan tidak termasuk dalam hal pelanggaran. 

3. Dalam pasal 60 KUHP berbunyi.: Pembantu dalam 

melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum dalam artian 

bagi pembuat pembantu dalam melakukan pelanggaran 

tindak pidana tidak dikenakan hukum. 

B. Saran 

Melalui tulisan ini penulis menyampaikan beberapa 

saran yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dalam kasus 
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pembantuan tindak pidana haruslah memenuhi beberap 

aspek hukum dan sudah menjadi bagian dari institusi hukum 

seperti Pengadilan Negeri Sinjai perlu terus ditegakkan dan 

ditingkatkan, karena dalam rangka mewujudkan hukum 

nasional yang bersumber pada keadilan dan kemaslahatan 

masyarakat. 
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dalam tindak pidana.? 

7. Apakah bisa pelaku pembantuan tindak pidana 
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HASIL PENELITIAN 

1. kata medeplictigheid secara harfiah juga mempunyai 

arti sebagai medeschuldig, didalam rumusan pasal 56 

KUHP juga disebut sebagai pembantu-pembantu karena 

apa yang diatur dalam pasal 56 KUHP tersebut juga 

mengenai perbuatan-perbuatan membantu melakukan 

kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan. 

2. Kalau Analisi Perbandingan antara KUHP dengan 

Hukum Islam itu sendiri saya kurang paham yah dalam 

konteks hukum islamnya, akan tetapi ketika kita 

berbicara dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana maka analisis jauhnya berbicara mengenai 

Medeplictigheid yakni perihal kesengajaan ataupun 

adanya persengkonkolan diantara kedua belah pihak, 

sehingga kejahatan itu bisa terlaksana dengan lancar. 

3. perihal sanksi atau pertanggungjawaban bagi pelaku 

pembantuan (Medeplitigheid) dalam tindak pidana 

penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 57 yang 

memuat mengenai sejauh mana luasnya tanggungjawab 

bagi pembuat pembantu, yang rumusanya dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 

berikut : 
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a. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan 

dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal 

membantu melakukan kejahatan pidana 

b. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman 

mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka 

dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya 

lima belas tahun. 

c. Hukuman tambahan bagi membantu melakukan 

kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan 

bagi kejahatan itu. 

d. Tentang melakukan hukuman itu hanyalah 

diperhatikan perbuatanya yang sengaja 

dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, 

serta dengan akibat perbuatan itu  

4. pertimbangan yang kemudian diberikan oleh hakim 

pengadilan negeri sinjai dalam menetapkan kasus 

pembantuan tindak pidana penganiayaan di kab. Sinjai 

dan didasarkan dengan dua syarat pembantuan itu 

sendiri yakni subyektif dan obyektif. Sehingga dalam 

kasus ini tidak ada yang mampu memberatkan pihak 

pembantu dalam membantu memperlancar kejahatan 

dari pelaku dan tentunya tidak lepas dari pasal yang ada 

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 
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dari uraian pembahasan sebelumnya pun sudah 

dijelaskan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) merumuskan penegasan 

pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada 

pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak termasuk 

dalam hal pelanggaran. 

5. Luas dari pertanggungjawaban dari pasal 57 KUHP 

mengenai sanksi bagi pelaku medeplictigheid selama ia 

memenuhi dari kedua syarat dari pembantuan itu 

makaia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal ini 

6. Perihal syaratnya yah sama dengan poin ke lima kenapa 

demikian, karna syarat untuk diadili dan diberikan 

sanksi harus memenuhi 2 syarat pembantuan itu sendiri 

dan tentunya ada barang bukti yang bisa diperlihatkan 

sebagai penguatan untuk pemberian sanksi 

7. Bisa, selama dalam kasus ini tidak ada bukti yang bisa 

diperlihatkan dan tentunya kami pun dari Pengadilan 

Negeri sinjai tidak serta merta akan menjatuhkan 

hukuman ketika tidak ada bukti yang akuntabel dan 

kami pun tetap berpatokan kepada KUHP dan pasal 

yang terkait dengan kasus ini. 

8. Kembali lagi dalam pasal 57 KUHP itu sendiri, 

bahwasanya yang dikurangkan dengan sepertiganya itu 
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bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan 

tetapi maksimun hukuman pokok bagi yang diancamkan 

pada kejahatan yang telah dilakukan. 

9. Untuk solusi kedepanya, masyarakat harus taat aturan 

dan memberikan doktrin kepada diri sendiri untuk tidak 

melakukan kejahatan, karna kejahatan yang kemudian 

dilakukan maka ada undang-undang yang mengatur. 

Masyarakat harus lebih paham soal hukum dengan 

belajar dibeberapa tempat atau bahkan saja bisa belajar 

dari Google dan lain sebagainya. 
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